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Abstract: The Griya Puri Husada housing development cooperation agreement is between the land owner 
and the developer who has entered into a cooperation agreement and is stated in a deed of cooperation 
agreement made before a Notary. Each party's rights and obligations have been agreed upon by both 
parties and must be implemented as appropriate. The first party is the owner of the plot of land and the 
second party is the developer who builds and manages the housing. Every house sold from every house 
deal makes a profit. The second party only completes the work until it is completed no later than 2 years 
even though after that time period the land owner's rights have not been fulfilled. This research method 
is legal research using empirical legal methods. Data sources were obtained from the first party or land 
owner and the second party or developer as well as library data such as statutory regulations, books, 
journals and articles related to research. This research was carried out at the research location in the Griya 
Puri Husada housing complex. This paper concludes that: (1). The implementation of the cooperation 
agreement did not run as it should, the second party did not carry out the housing development as it should 
by building and managing the construction within two years at the latest. (2). The second party also has not 
paid the full amount to the first party or land owner. The second party or developer experiences obstacles 

in the early stages such as permits and correspondence, as well as finding consumers or buyers quickly. 

Keywords: Cooperation agreements; Implementation; Obstacles; 

Abstrak: Perjanjian kerjasama pembangunan perumahan Griya Puri Husada adalah antara pemilik tanah 
dan pengembang yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dan dituangkan dalam akta perjanjian 
kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris. Hak dan kewajiban masing-masing pihak telah disepakati oleh 
kedua belah pihak dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pihak pertama adalah pemilik bidang 
tanah dan pihak kedua adalah pengembang yang membangun dan mengelola perumahan tersebut. Setiap 
rumah yang terjual dari setiap kesepakatan rumah menghasilkan keuntungan. Pihak kedua hanya 
menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai paling lambat 2 tahun meskipun setelah jangka waktu 
tersebut hak pemilik tanah belum terpenuhi. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum dengan 
menggunakan metode hukum empiris. Sumber data diperoleh dari pihak pertama atau pemilik tanah dan 
pihak kedua atau pengembang serta data perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, 
jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian di 
komplek perumahan Griya Puri Husada. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: (1). Pelaksanaan perjanjian kerja 
sama tidak berjalan sebagaimana mestinya, pihak kedua tidak melaksanakan pembangunan perumahan 
sebagaimana mestinya dengan membangun dan mengelola pembangunannya paling lambat dua tahun. 
(2). Pihak kedua juga belum membayar seluruhnya kepada pihak pertama atau pemilik tanah. Pihak kedua 
atau pengembang mengalami kendala pada tahap awal seperti perizinan dan surat menyurat, serta 
cepatnya mencari konsumen atau pembeli. 

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama; Pelaksanaan; Hambatan; 

1. Pendahuluan 
Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan 

kepentingandi antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada 
umumnya senantiasadiawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui 
negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk 

mailto:zulfikripohan@uir.law.ac.id
mailto:Alfin22fajri@gmail.com


UIRLawReview. 5(2): 0- 

 

15 
 

salingimempertemukan sesuatukyang diinginkani(kepentingan) melalui prosesotawar-
menawar. 

iHukum ikontrak merupakanyterjemahan dariybahasaeinggris, yaituYcontractt 
ofqlaw, sedangkanYdalamllbahasaKBelanda ldisebut 
denganllistilahqovereenscomstrecht.kLawrence M 
FriedmanumengartikanUhukumllkontrak adalah “perangkatihukumiyang hanya 
mengatur aspekitertentuidari pasar dan mengaturijenis perjanjianitertentu.”I(Lawrence 
M. Friedman, 2001 : 196). 

KetentuaniPasali1338 iayat i(1) iKUH Perdataimemberikan ikebebasan ikepada 
para pihakiuntukimembuatiatau tidakimembuat perjanjian,imengadakan 
perjanjianidengan siapa pun,umenentukanuisipperjanjian, pelaksanaan, dan 
persyaratannya, menentukan  bentuknyaiperjanjian, yaitu  perjanjian itertulis atau 
perjanjian lisan. 

Risiko dalamikontrakidapat ibersumber dari idua ihal yang isering imenjadi pemicu 
timbulnya isengketa, yaitu ikekurangan icermatan dalam iberkontrak dan itidak adanya 
itikad baik dari salahisatu pihak.iOleh isebab itu dalamupenyusunan ikontrak iperlu 
dicermati iprinsip-prinsip iyang iterkait dengan penyusunan ikontrak yang tersiraat 
dalam iPasal 1338 KUHPerdata iyang menjadi prinsip hukum ikontrak nasional, iyaitu : 

a) Asas ikebebasan iberkontrak : iasas ini lahir isebagai ipengakuan iterhadap 
iotonomi manusia iyang memilikinya. 

b) Asas ikonsensualitas : imerupakan  bahwa yang odi pegang oleh imanusia itu 
adalah iperkataannya. 

c) Asas ikekuatan mengikat : iasas ini tersirat idalam Pasal 1338 i(1) KUHPerdata 
yang imenyatakan ibahwa isemua perjanjian yang idibuat isecara sah berlaku 
sebagai UU bagi mereka yang imembuatnnya (pacta sunt servanda). 

d) Asas iItikad baik : asas ini ibersumber dari iprinsip ikemanfaatan i(beneficence) 
yang diterjemahkan isebagai keharusan iberbuat ibaik (bona fidel), ibahwa hidup 
ibersama iharus imendatangkan ikemanfaatan (kemashlahatan) dan sekali-kali 
tidak boleh merugikan orang lain. 

Prinsip ldasar lhukum lperjanjian ihukum Indonesia isebagaimana ldiatur idalam 
Pasal 1320 KUHPerdata, iyaitu : 

1. iKesepakatan iantara kedua ibelah ipihak; 

2. iKecakapan; 

3. Mengenai isuatu hal tertentu (objek kontrak);i 
4. Suatui sebabi iyang halal; 

Sehubungi iterbuatnya iakta lperjanjian kerjasamal nomor 2 tanggal 01 juli 2020 
lantara pihakl pertama l(pemilik tanah) ldan pihak kedua i(developer),lPasal-Pasal lyang 
menyatakan isyarat-syarat dan iketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1,iPihak Pertama dan iPihak iKedua ibersama-sama isepakat iuntuk 
mengadakan ikerja isama idalam usaha melaksanakan ipekerjaan. iPembangunan 
perumahan ipembangunan iPerumahan iGriya Puri Husada , iyang iterletak di ikelurahan 
kumantan, ikecamatan iBangkinang Kota, Kabupaten Kampar. 
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Pasal 2,iPihak kedua akan menyerahkan dana isebesar Rp. 6.000.000, i(enam juta 
rupiah) dari isetiap akad ipenjualan rumah pada bank yang telah ditunjuk ioleh pihak 
kedua yang ijumlah total iakad sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) iakad. iSetiap proses 
ipengurusan pencairan idana idilakukan oleh iPihak Kedua yang akan iditerima oleh 
iPihak Pertama, dimana idengan ketentuan isebagai berikut : 

1. Pihak kedua akan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000, (iEnam Juta Rupiahi), 
pada setiap idilakukannya iakad ikredit perumahan ipada ibank yang itelah 
ditunjuk, yang akan idibuatkan S1 oleh ipihak kedua yang didebetkan ke rekening 
bank BRI Agro dimana akad kredit idilaksanakan, dan akan dibuatkani rekening 
iatas nama ipihak pertama. 

2. Pihak iKedua akan memberikan uang sisa dari jumlahi yang telah idisepakati 
sebesar Rp.o1.000.000.000, (satu imilyar), iyang diserahkan ikepada pihaki kedua 
iselama jangka waktu 2 (dua) itahun. Jika isetelah jangka iwaktu 2 (dua) itahun 
iuang yang itelah disepakati ibelum iterbayarkan imaka ipihak kedua iberjanji 
akan imembayar sisa pembayaran isecara tunai. 
 
Pasalo3,iPihak iKedua iwajib imenyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai 

iselambat-lambatnya i2 (Dua) itahun, terhitung idari tanggal 01-07-2020 (Satu Juli Dua 
Ribu Dua Puluh) dan iberakhir pada tanggal 01-07-2022 (iSatu Juli Dua Ribu Dua Puluh 
Dua). 

iKesepakatan yang telah idituangkan pada iakta iperjanjian kerjasama, ibahwa isi 
dari perjanjian itersebut berlaku ibagi kedua belah pihak, maka idari itu itimbul lah hak 
dan kewajiban imasing-masing pihak yang harus dilaksanakan isesuai dengan isi 
perjanjian tersebut.iDalam hal ini, bahwa pihak kedua dalam imenjalankan pekerjaan 
dari pihak. pertama itersebut, pihak kedua akan melaksanakan ipekerjaan pengurusan 
pelaksanaan idan seluruh imodal kerja akan dikeluarkan ioleh iPihak kedua pada 
pembangunan iPerumahan iGriya Puri Husada, dimana Pihak ipertama iselaku pemilik 
Sertifikat iHak Milik iatas sebidang tanah. 

Pihak ipertama dan pihak kedua bersama-sama isepakat untuk imengadakan 
kerjasama dalam iusaha melaksanakan pekerjaan pembangunan perumahan Griya Puri 
Husada, iPihak kedua akan imenyerahkan dana sebesar Rp. 6.000.000, (ienam juta 
rupiahi) dari setiap akad ipenjualan rumah pada bank yang telah iditunjuk oleh ipihak 
ikedua yang jumlah totalnya sebanyak 170 (iseratus tujuh puluhi) akad.iPihak kedua iakan 
memberikan uang sisa dari jumlah yang itelah disepakati sebesar Rp. 1.000.000.000, 
(isatu milyari), yang idiserahkan kepada pihak ikedua selama jangka waktu 2 tahun belum 
iterbayarkan maka pihak kedua berjani akan imembayar sisa ipembayaran secara tunai. 
iPihak ikedua wajib menyelesaikan ipekerjaan itersebut sampai selesai iselambat-
lambatnya 2 (dua) tahun. 

I Sesuai idengan ipernyataan Pihak pertama bahwa telah memberikan iSertifikat Hak 
iMilik ikepada pihak ikedua untuk melakukan ipekerjaan ipembangunan perumahan 
idiatas sebidangi tanah milik pihak pertama iberkaitan dengan kerjasama pembangunan 
perumahan itersebut. Namun pihak pertama tidak imenerima dana sebagaimana 
mestinya yang iseharusnya setiap akad menerima idana sebesar Rp. 6.000.000, (enam 
juta rupiah) idari setiap akadi penjualan rumah padai bank yang telah iditunjuk pihak 
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kedua, isampai saat ini ibelum isemua diterima oleh ipihak ipertama dimana ididalam 
perjanjian ikerjasama ada ijumlah total akad sebanyak 170 (iseratus tujuh puluh). 

Pihak ikedua menyatakan kepada pihak pertama bahwa ibelum dapat melakukan 
akad kredit irumah, ikarena belum ada ikonsumen atau ipembeli irumah dengan ikredit 
dibank dan masih iproses ipembangunan. 

Terdapat idalam perjanjian ikerjasama pihak ikedua wajib imenyelesaikan 
pekerjaan tersebut sampai iselesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, namun ipada 
saat isekarang sudah lebih 2 iTahun belum juga iselesai dan ipihak pertama juga ibelum 
menerima iseluruh dana sesuai dengan ikesepakatan idiawal. Dan ipihak kedua imasih 
melakukan ipembangunan rumah di atasi itanah tersebut. iAda pula isi dalam perjanjian 
kerjasama itersebut pihak kedua bertanggung ijawab terhadap segala resiko yang terjadi 
dari pekerjaan ini. iTerlihat pula saat ini iproses ipembangunan iperumahan Griya Puri 
Husada imasih iberlangsung dan iterdapat beberapa uniti rumah proses pembangunan. 

Dari ipermasalahan-permasalahan pada kedua belah ipihak, masih ada hak dan 
kewajiban para ipihak yang belum terleksana dengan isebagaimana seharusnya, imaka 

peneliti itertarik ingin imelakukan penelitian tentang ihal tersebut. 

Berdasarkan ipembahasan diatas memotivasi ipenulis untuk membuat artikel 
Ilmiah dengan judul ““iTinjauan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama iPembangunan 
Perumahani Griya Purii Husada Antara Pemilik iTanah idengan Pengembang (Developer)”. 

Dari juduli yang idiangkat, tujuan penelitian ini iterarah dan ipermasalahan yang 
dibahas idalam ihal tersebut dengan rumusan masalah isebagai berikut : 

a) iBagaimana ipelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunani perumahan 
Griya Puri Husada iantara ipemilik tanah dengan pengembang i(developer) ? 

b) Bagaimana ikendala-kendala idalam pelaksanaan iperjanjian kerjasama 
pembangunan iperumahan Griya Puri Husada antara pemilik itanah idengan 
pengembang (developer)? 

2. Metode 
Jenis ipenelitian ini termasuk jenis Penelitian Hukum iEmpiris yang menggunakan 

cara survey, iartinya ipenelitian dilaksanakan ipenulis isecara ilangsung terjun kelapangan 
idemi imemperoleh iinformasi dan data melalui iresponden idilapangan dengan 
wawancara idengan isifat deskriptif analisis, yaitu ipenelitian iini imenggambarkan serta 
menjelaskan isecara iterperinci berkaitan tentang ipelaksanaan iperjanjian kerjasama 
pembangunan iperumahan iGriya Puri Husada, serta ihambatan dan ikendala yang dialami 
oleh para pihak. Lokasi ipenelitian ialah yang terletak di Kelurahan Kumantan, Kecamatan 
iBangkinang Kota, Kabupaten iKampar. iteknik dan alat pengumpulan data yang 
idipergunakan adalah wawancara idan ikusioner, wawancara iyaitu          caranyai melakukan 
itanya jawab. iAnalisis data yang digunakan idalam penelitian iadalah analisis qualitative 
ikarena isemua data disusun dani idisajikan secara isistematis (for conceptual article). 

3. Pembahasan 

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Griya Puri Husada 
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Antara Pemilik Tanah Dengan Pengembang (developer) 
 Perjanjian atauiverbintenis     mengandungi maknai hubungani hukumi harta bendai 
antarai duai pihak atau lebih, yang memberikani kekuatani kepadai satu pihak untuki 
mencapaii prestasi sekaligusi mewajibkani pihak laini untuk memberikani prestasi. 
Perjanjiani kerja samai pada dasarnya berawal dari iperbedaan iatau ketidaksepakatan 
untuki kepentingan para ipihak yang terlibat. 

Hubungan ikesepakatan iselalu diawali dengan iproses inegosiasi antara kedua 
belah pihak. Kedua pihak iberupaya membentuk kesepakatan imelalui proses inegosiasi 
untuk mempertemukan iapa iyang imereka inginkan (kepentingan) imelalui proses 
inegosiasi.Asas konsensualisme idapat idisimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 iKUHPer. 

Dalam imemenuhi ikepentingan bisnis masing-masing ipihak iingin mendapatkan 
keuntungan iyang ibanyak, isalah isatunya developer iberkerjasama dengani pemilik 
tanah untuk imembangun iperumahan diatas tanah pemilik tanah, dan ipemilik itanah 
kalau menjual itanah ibegitu saja iuntungnya tidak banyak jika ipemilik itanah 
membangun kerjasama idengan ideveloper maka dapat keuntungan ilebih. iSehingga 
kepentingan itu harus idituangkan ikedalam iperjanjian iagar kesepakatan para ipihak 
idapat tertulis dan terbukti ibenar iadanya, idan dapat menyelesaikan isuatu 
ipermasalahan dikemudian hari ijika iterjadi suatu masalah. 

Berikut ipertanyaan penulis ilangsung kepada Notaris yang imembuat iakta 
perjanjian kedua belah pihak, Apakah ibenar kedua belah pihak imenemui iibu untuk 
membuat suatu perjanjian Kerjasama ipembangunan iperumahan ? 

“Benar iadanya para pihak bersepakat membuat iperjanjian ikerjasama, isatu 
pihak disebut isebagai pemilik itanah dan pihak lainnyai sebagai developer atau 
ipengembang” 

Notaris iadalah pejabat iumum yang satu-satunya berwenangi untuk membuat 
akta otentik mengenai semua ipembuatan perjanjian dan penetapan yang idiharuskan 
oleh iperaturan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa antara iperjanjian (overeenkomst) 
dan perikatan (verbintenis) imempunyai ihubungan, di mana perjanjian imenerbitkan 
iperikatan. Jadi, Perjanjiani merupakan ibagian dari perikatan. 

Berikut ipertanyaan kepada pemilik tanahi (ipihak pertama), iApakah bapak 
membuat suatu perjanjian dengan pihak ideveloper (pihak kedua) ? 

“Saya selaku ipemilik itanah melakukan kerjasama ikepada ipihak developer 
untuk membangun idan imengelola perumahan diatas tanah yang isertifikat atas nama 
isaya dan saya tertuang di iperjanjian ikerjasama sebagai pemilik tanah”. 

Dari ijawaban idiatas ternyata pihak pertama itelah melakukani perjanjian 
kerjasama pembangunan iperumahan ikepada pihak lain atau developer dan itelah 
ibersepakat melakukan ikerjasama ipembangunan perumahan diatas tanah pemilik 
itanah. 

Berikut pertanyaan ikepada ipemilik tanah, ibagaimana ibentuk ikerjasama dalam 
pembangunan iperumahani tersebut ? 
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“Saya imemiliki isebidang tanah (SHM) dengan luas 15.000 iMeter iPersegi 
sepakat berkerjasama dengan imenyerahkan isertifikat tanah kepada ideveloper iuntuk 
idibangun perumahan idiatas itanah itersebut, dari pembangunan itersebut setiap 
iakadnyai rumah pihak kedua imenyerahkan dana isebesar Rp. 6.000.000.-,jjumlah itotal 
akad sebanyak 170  unit. Pihak ideveloper imemberikan uang sisa dari ijumlah yang itelah 
idisepakati sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (isatu milyar), yang diserahkan kepadai 
pemilik tanah selama jangka waktu 2 (dua) tahun mulai pada saat tahun ditandatangani 
perjanjian tahun 2020 dan sampai sekarang juga belum semua terlaksanakan 
seluruhnya.” 

Dari pernyataan di atas bahwa pemilik tanah telah menyerahkan isertifikat tanah 
kepada developer untuk membangun perumahan dan akan dijual, hasil dari penjualan 
tersebut akan di bagi kepada pemilik dengan sejumlah uang setiap lakunya unit rumah. 
Pihak developer harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai dalam perjanjian kerjasama 
tersebut 

Berikut pertanyaan kepada pengenbang (developer) disebut pula pihak kedua, 
Apakah telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pemilik tanah ? “Benar, kita 
melakukan kerjasama pembangunaniperumahan Griya Puri Husada. 
Kamiimelakukanipembangunan dan pengelolaan iperumahan idiatas tanah pemilik 
tanah dengan ipembayaran kepada ipemilik tanah saat terjualnya isetiap unit irumah, 
kami juga melakukan ipengurusan dan ipengelolaan    setiap proses Pembangunan 
perumahan   sehingga dapat membangun irumah lalu idijual”  Dari ipernyataan idiatas 
bahwa pihak developerimelakukan ipembangunan dan pengelolaan iperumahan idari 
segala proses awal pengurusan sampai dengan penjualan setiap unit perumahan 
sehinggarumah  terbangun   dan   siap   untuk   dijualkepada konsumen. 

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban 
yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu 
dapat mencapai tujuannya. 

Berikut pertanyaan kepada pihak pemilik tanah, bagaimana peran pemilik tanah 
dalam kerjasama pembangunan perumahan ? “Selaku pemilik tanah hanya menyediakan 
dan menyerahkan sertifikat atas nama pemilik tanah kepada pihak pengembang 
(developer) untuk dibangunnya perumahan lalu dijual kepada konsumen, dari 
ipenjualan itulah pemilik tanah menerima hak yang telah kami sepakati”. 

Berikut pertanyaan kepada pihak developer, bagaimana peran developer dalam 
kerjasama Pembangunan perumahan ? “Pihak developer memulai dengan perencanaan 
pembangunan perumahan, pematangan lahan, pengurusan surat menyurat, mengurus 
izin-izin ke dinas terkait, pembangunan rumah, dan penjualan setiap unit rumah”. 

Berikut pertanyaan kepada pihak pemilik tanah, apakah tujuan bapak ( pemilik 
tanah) menyerahkan dan mempercayai pihak developer dengan memberikan sertifikat 
hak milik tanah atas nama bapak kepada developer ? 

“karena saya yakin dibangunnya perumahan diatas tanah ini akan banyak 
peminatnya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika hanya saya hanya 
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menjualkan tanah ini kepada developer, dengan kerjasama kepada developer maka besar 
peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.” 

Berikut pertanyaan kepada developer, kenapa bapak sepakat untuk mengelola 
dan membanguni perumahan ditanah tersebut ? 

“karena saya telah menghitung dan survey lokasi bahwa jika dibangun rumah 
ditanah iini maka hitungan angka keuntungannya sesuai jika pembelinya sesuai target, 
dan pula lokasi tanah tersebut sangat strategis dekat dengan pusat kota, RSUD dan 
perkantoran. 

3.2 Hambatan/Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunani 
Perumahan Griya Puri Husada Antara Pemilik Tanah dengan Pengembang ( developer) 

 Ketentuan mengenai pelaksanaan Wanprestasi terhadap pelaksanaan Kerja sama 
Pembangunan Perumahan Griya Puri Husada Antara Pemilik Tanah dengan 
Pengembang (developer) Sesuai dengan Pasal 1338 (3) KUH Perdata, yang menekankan 
bahwa setiap  pelaksanaan perjanjian  wajib dilakukan    dengan tegas, yang berarti 
bahwa kesepakatan wajib dilakukandengan itikad baik. Berikut pertanyaan kepada 
pemilik tanah: 

Bagaimana hak dan kewajiban pemilik tanah yang tertuang di perjanjian ? 
“kewajiban saya selaku pemilik tanah telah ditunaikan dengan menyerahkan Sertifikat 
Hak Milik (SHM) kepada pihak developer agar dapat melakukan pengelolaan dan 
pembangunan perumahan diatas tanah tersebut, namun Hak saya selaku pemilik tanah 
dari awal ditandatanganinya perjanjian kerjasama tersebut sampai sekarang belum 
seluruhnya terlaksanakan dan didalam perjanjian kerjasama tersebut maksimal untuk 
melakukan pembayaran kepada pemilik tanah 2 (dua) tahun dan jika lewat dari dua 
tahun pihak developer harus membayarkan isisa pembayaran secara tunai.” 

Pengertian wanprestasi; menurut Kamusi Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, 
kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, 
wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang idebitur (berutang) tidak memenuhi 
atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. 
Wanprestasi ( lalai/alpa) dapat timbulkarena : 1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu 
sendiri, 2. Adanya keadaan memaksa ( overmacht) berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, 
prestasi mengacu pada orang yang memberikan, melakukan, dan tidak melakukan 
sesuatu, sebaliknya jika tidak terpenuhii dinyatakan wanprestasi saat : 

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan Melaksanakan apa 
yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. 

b. Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat. 
c.  Melakukan sesuatu  yang menurut kontrak   tidak boleh   dilakukannya.  

 Berikut pertanyaan kepada developer, bagaimana hak dan kewajiban 
developer yang tertuang di perjanjian ? “kami dapat menerima sertifikat hak milik dan 
surat kuasa untuk membangun perumahan diatas tanah pemilik tanah, kami juga berhak 
menerima keuntungan atas terbangunnya rumah, dan kami juga melakukan semua 
pengurusan untuk membangun perumahan tersebuti”. 
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 Berikut pertanyaan kepada developer, bagaimana hambatan/kendala dalam 
pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan perumahan ? “hambatan/ kendalanya 
dalam teknis pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama pada tahap awal 
untuk pengurusan surat menyurat, izin, dan lain-lain. Kendalanya mencari target untuk 
mendapatkan konsumen, jika ada konsumen maka dapat terlaksanakannya 
pembayaran kepada pemilik tanah dan pihak lainnya”. 

 Konsepsinya terhadap hukum, Adapun   akibat hukum   jika   para pihak    
melanggar suatu perjanjian itu yaitu : 

1. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, dimana seluruh kerugian yang 
diderita oleh pihak yang menyetujui perjanjian, secara langsung atau
 tidak langsung, terkait erat dengan apa yang telah disepakati di antara para pihak. 

2. Pihak yang dirugikan dapat mengusulkan untuk mengakhiri perjanjian, disertai dengan 
kerusakan, bunga, biaya lain dani manfaat lain yang diharapkan. 

3. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan untuk melanjutkan perjanjian dalam hal ini 
tidak ada tuntutan ganti rugi bersamai dengan bunga, biaya lain dan manfaat lain 
yang diharapkan. 

4. Pihak yang dirugikan dapat mengusulkan agar perjanjian idilanjutkan, disertai dengan 
kerusakan, bunga, biaya lain dan manfaat lain yang diharapkan. 

4. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan Pelaksanaan  perjanjian kerjasama pembangunan 
perumahan Griya Puri Husada antara pemilik tanah dan pengembang (developer) adalah 
tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pihak kedua atau (developer) dalam 
hal ini yang melakukan pengolaan dan pembangunanperumahan belum melaksanakan 
kewajibannya seperti memberikan sejumlah uang setiapi akad rumah Rp. 6.000.000.- ( 
enam juta rupiah ) jumlah total akad sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) akad, serta 
melakukan sisa pembayaran Rp. 1.000.000.000.- ( satu miliyar rupiahi) dengan selambat-
lambatnya dua tahun pengerjaan atau pembangunan perumahan tersebut namun pihak 
developer belum melaksanakan pembayaran tunai sepenuhnya dalam waktu kerja dua 
tahun hingga sekarang, pihak pertama atau pemilik tanah telah menyerahkan Sertifikat 
tanah dan memberikan kuasa kepada developer untuk pembangunan perumahan 
itersebut. Sampai saat ini pembangunan masih tetap dilakukan pihak pertama atau pemilik 
tanah juga belum terlaksanakan hak-haknya sebagaimana mestinya yang itertuang di akta 
perjanjian. Hambatan-hambatan pelaksanaan perjanjian Kerjasama pembangunan 
perumahan griya puri husada antara pemilik tanah dan pengembang (developer) adalah 
pihak kedua mengalami terhambatnya dalam pengurusan izin dan administrasi lainnya 
memakan waktu cukup lama dan memakan waktu dalam mencari konsumen sebagai 
pembeli sedangkan waktu kerja selama dua tahun sejak ditandatangani perjanjian 
kerjasama pada tahun 2020. Pembangunan perumahan dan penjualan setiap rumahnya 
sampai sekarang masih berlangsung sedangkan didalam perjanjiani kerjasama yang 
telah disepakati pengerjaan selama dua tahun dan hak pemilik tanah belum 
terlaksanakan seluruhnya, pihak kedua atau developer belum imelaksanakan 
kewajibannya dikarenakan terdapat hambatan-hambatan teknis pembangunan 
perumahan tersebut. 
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Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran dalam penelitian ini 
adalah: 1). Dalam melakukan perjanjian kerjasama pembangunan perumahan sebaiknya 
sebelum ditandatangani akta perjanjian harus dipikirkan dan diperkirakan matang-
matang isi perjanjian hak, kewajiban dan resiko teknis yang akan terjadi kemudian hari. 
Dalam pelaksanaan pengelolaan dan Pembangunan perumahan harus diperhitungkan 
berapa lama pengurusan izin, pematangan lahan dan sampai ke penjualan unit rumah. 
Sehingga waktu pengerjaannya efektif dani efesien. 2 )Setiap pihak yang imembuat 
perjanjian wajib menerapkan asas-asas perjanjian dan menurut hukum yang berlaku, 
dengan membuat perjanjian harus  ada itikad             baik. 
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